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ABSTRACT

This study discusses the implementation of mediation in the Religious
Courts. The research is focused on mediating joint property cases. Where in the first
trial the Panel of Judges must seek mediation against the parties with the assistance
of a mediator judge. Mediation is a process that is private, not open to the public
and cooperative in resolving a problem. The implementation of mediation in
general can maintain a good bond between the disputing parties after a disagreement
occurs. Success in the mediation process is related to the ability of husband and
wife disputes to provide direction or advice. In reality, very few case decisions can
end in peace.

The main problems in this study are 1.) How is the effectiveness of
mediation in resolving joint property cases at the Sleman Religious Court? 2.) What
are the factors that support or hinder the process of resolving cases through
mediation?

This study uses a sociological juridical research method (empirical) which
Is a legal research method that seeks to see the law in a real sense or it can be said
to see, examine how the law works in society. while the nature of this study is
descriptive analysis, namely the author provides a complete, detailed and clear
description and analyzes in this study the author uses the main data sample used in
this study is interviews and data taken from the e-court PA Sleman and secondary
data data collected obtained through literature, such as books, journals and papers
related to research that are useful as supporting authors in this study. In this field
study, the authors use data analysis methods based on qualitative methods, namely
the analysis that connects the laws and regulations.

In the results of this studyit is known that the implementation of mediation
in the Sleman Religious Court and the role carried out by the mediator judge is in
accordance with Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning
Mediation Procedures in Court. However, due to a lack of understanding of
mediation from the litigants, the mediation process at PA Sleman became
ineffective, which was caused by several inhibiting factors from the process of
resolving mediation cases, such as the lack of goodwill from both parties to mediate,
thus causing the success rate mediation becomes ineffective.

Keywords: Mediation, Joint Assets, Religious Court



ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pelakasaan mediasi di Pengadilan Agama
Sleman. Penelitian difokuskan pada mediasi perkara harta bersama. Dimana pada
sidang pertama Mejelis Hakim harus mengupayakan mediasi terhadap para pihak
dengan dibantu hakim mediator. Mediasi suatu proses yang bersifat pribadi, tidak
terbuka untuk umum serta kooperatif dalam menuntaskan suatu permasalahan.
Pelaksanaan mediasi pada umumnya dapat menjaga ikatan baik antara pihak yang
bersengketa setelah terjadi selisih paham. Keberhasilan dalam proses mediasi
berkaitan dengan kemampuan yang dimilki perselisihan antara suami istri dengan
memberikan arahan ataupun nasehat-nasehat. Dalam kenyataannya sangat sedikit
dijumpai putusan perkara yang bisa berakhir dengan perdamaian.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah 1.) Bagaimana efektivitas
mediasi dalam menyelesaikan perkara harta bersama di Pengadilan Agama Sleman?
2.) Apa saja faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dari proses
penyelesaian perkara dengan mediasi?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis (empiris)
yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam
artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya
hukum di masyarakat. sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis
yaitu penulis memeberikan gambaran dan menganalisis secara lengkap, rinci dan
jelas dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel data utama yang digunakan
dalam penelitian ini adalah wawancara dan data yang diambil dari e-court PA
Sleman dan data sekunder data yang diperoleh melalui literatur, seperti buku, jurnal
dan Kkarya tulis yang berkaitan dengan penelitian yang berguna sebagai pendukung
penulis dalam penelitian ini. Dalam studi lapangan ini penulis menggunkan metode
data analisis berdasarkan metode kualitatif yaitu analisis yang menghubungkan
dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan medasi di
Pengadilan Agama Sleman dan Peran yang dijalankan oleh hakim mediator sudah
sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan. namun karena kurangnya pemahaman mengenai mediasi
dari pihak yang berperkara maka proses mediasi di PA Sleman menjadi tidak
efektif, yang disebabkan karena adanya beberapa faktor penghambat dari proses
penyelesaian perkara mediasi, seperti tidak adanya itikad baik dari kedua belah
pihak untuk melakukan mediasi, sehingga menyebabkan tingkat keberhasilan
mediasi menjadi tidak efektif.

Kata Kunci: Mediasi, Harta Bersama, Pengadilan Agama
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang
menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari
masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal
dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia
untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk

meneruskan keturunan dengan melangsungkan perkawinan.

Menurut hukum adat di Indonesia, perkawinan bukan saja berarti
sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus
merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu
ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-
hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami-istri, serta harta
bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga
menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan,
kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan

keagamaan.

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu
keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa:



“Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita
dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa.”

Prinsipnya, seorang pria dan seorang wanita yang mengikat lahir dan
batinnya dalam suatu perkawinan sebagai suami dan istri mempunyai hak
untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan
hukum perceraian yang berlaku. Dalam hal peradilan ini, adalah hakim yang
berwenang menjawab problematika keadilan. Sebelum menginjak pada
persidangan, adanya upaya perdamaian kedua belah pihak yang berperkara
adalah hal yang penting adanya. Dalam konteks perceraian, adalah suami dan

istri yang menjadi pihak berperkara.

Suatu perceraian akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya
adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama,

antara lain:

Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang
perkawinan menjadi harta bersama. Ayat (2) harta bawaan dari masing-masing
suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah

atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, suami dan istri

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai

harta bersama.

Terkait mengenai Harta Bersama dalam pengertiannya Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia “Harta dapat berarti barang-barang (uang dan
sebagainya) yang menjadi kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud
dan tentunya yang bernilai. Harta bersama suami isteri yang biasa disebut
dengan harta seuharreukat, yaitu harta yang didapat setelah terjadinya
perkawinan atau akad nikah. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan
bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawnian menjadi harta bersama.
Berdasarkan ketentuan passal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, harta
bersama suami isteri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh sepanjang

perkawinan saja.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal
35-37 dijelaskan bahwa harta yang benda yang diperoleh selama perkawinan
menjadi harta bersama. Masing-masing suami istri terhadap harta yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah
pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain.
Tentang harta bersama ini suami atau isteri dapat bertindak untuk sesuatu atas

harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak?.

Negara hukum yang tunduk akan adanya the rule of law, kedudukan

peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan

2 Abdul Mnan. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia. (Prenada Media Grub:
2006. Jakarta). hIm. 105.



sebagai penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Di
sisi lain, para masyarakat pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara

yang cepat yang tidak hanya bersifat formalitis belaka®.

Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif
di luar pengadilan sudah lama dipakai dalam berbagai kasus-kasus bisnis,
lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, dan sebagainya yang
merupakan perrwujudan tunututan masyarakat atas penyelesaian sengketa

yang cepat, efektif, dan efisien.

Mediasi berasal dari bahasa Inggris “mediation” atau penengahan,
yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penegah
atau penyelesaian sengketa secara menengahi. Sedangkan secara etimologi,
istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, “mediare” yang berarti berada di
tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai
mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam
menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para
pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan

kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.*

Menurut Prof. Syahrizal Abbas, Mediasi adalah negosiasi yang

melibatkan pihak ketiga sebagai orang yang berada di tengah yang memiliki

% Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan salah
satu asas penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) yaitu asas sederhana, cepat,
dan biaya ringan.

4 Syahrizal Abbas, 2001, Mediasi Dalam Hukum Syahriah,Hukum Adat, dan Hukum
Nasional, Kencana, Jakarta, 2011, him. 1 dan 2.



keahlian dalam penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi®. Mediasi
adalah intervensi terhadap suatu sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang
dapat diterima dan tidak mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan
serta berperan dalam memantau para pihak yang berselisih dalam upaya
mencapai suatu kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan
permasalahan yang disengketakan. Mediasi merupakan salah satu cara dalam
menyelesaikan perkara yang menawarkan win win solution sehingga

munculnya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berperkara.

Peraturan terkait mediasi di Indonesia sudah diatur dalam Peraturan
Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara
perlawanan (verzet) atas putusan verzet dan perlawanan pihak berperkara
(partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan
penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan
Mahkamah Agung ini. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun
2016 bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang
tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak

untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan®.

Mediasi dapat digunakan sebagai cara menyelesaikan sengketa harta

bersama. Dalam praktinya proses mediasi mengikuti Peraturan Mahkamah

SSyahrizal Abbas, Mediasi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), him. 2.
6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.



Agung No. 02 tahun 2003 memberikan limit waktu yang berbeda antara
mediasi yang menggunakan mediator yang disediakan pengadilan dengan
mediasi yang menggunakan mediator di luar pengadilan. Bagi para pihak yang
menggunakan mediator di pengadilan diberikan waktu penyelenggaraan
mediasi paling lama 22 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan
mediator. Bagi para pihak yang menggunakan mediator di luar daftar mediator
yang dimiliki oleh pengadilan, berlangsung paling lama 30 hari kerja untuk

menyelenggarakan mediasi.

Kemudian dalam hal di tengah-tengah proses mediasi para pihak yang
sakit atau berhalangan, dalam hal ini Perma memang tidak mengatur mengenai
hal itu. Namun menurut mediator, kalau memang para pihak berkeinginan kuat
secara damai menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi, atau dengan kata
lain ada kemauan yang kuat untuk menyelesaikan sengketa itu, proses
mediasinya fleksibel dan harus berdasarkan kesepakatan, maka mungkin saja
dimintakan tambahan waktu. Tapi sekali lagi, hal ini memang tidak diatur

dalam Perma.

Adapun tugas-tugas dari mediator untuk menyelesaikan proses mediasi

antara lain:

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada
para pihak untuk dibahas dan disepakati

2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan
dalam proses mediasi



3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus untuk
pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung

4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali

kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang
terbaik bagi para pihak.

Dalam menjalankan proses mediasi, mediator diberi kebebasan untuk
menciptakan sejumlah peluang yang memungkinkan para pihak yang
berperkara memperoleh suatu kesepakatan yang dapat mengakhiri sengketa
mereka. Mediator juga harus sungguh-sungguh dalam mendorong para pihak
untuk memikirkan beberapa kemungkinan yang dapat dibicarakan guna
mengakhiri persengketaan. Jika dalam proses mediasi, terjadi kesepakatan
mediasi, maka para pihak harus menyatakan bahwa proses pemeriksaan
perkara selesai dan tidak dilanjutkan lagi. Hal ini merupakan keputusan dari
para pihak yang harus dituangkan secara tertulis, dan hakim akan menjadikan

pegangan untuk menghentikan perkara yang sudah digelar.

Perdamaian atau mediasi sesuai syariat Islam ini sangat dianjurkan.
Karena dengan adanya mediasi para pihak yang berperkara dapat menemukan
jalan damai, sehingga tidak adanya suatu perpecahan antara kedua belah pihak
dan tetap dapat menjalin tali silaturahmi, sekaligus dapat mengakhiri
permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa. Adapaun dasar hukum
yang menegaskan tentang perdamaian dapat dilihat Al-Qur’an surat Al-Hujurat
ayat 10 yang artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara,
karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan

bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”.



Kemudian berdasarkan penelusuran penulis saat mengamati beberapa
hal terkait karya tulis dan penelitian sejauh ini cukup banyak yang telah
meniliti terkait obyek mediasi. Namun masih sedikit yang membahas mengenai
mediasi dalam perkara harta bersama, terutama di UIN Sunan Kalijaga sendiri.
Karena dari penelusuran yang telah penulis amati, rata-rata mediasi yang

dibahas mengenai perceraian.

Berdasarkan pengamatan penulis, Pengadilan Agama Sleman memiliki
kasus yang cukup tinggi diantara Pengadilan Agama lain yang berada di
wilayah Yogyakarta, terutama dalam perkara harta bersama, di Pengadilan
Agama Sleman memiliki 10 kasus perkara harta bersama di Tahun 2021,
sedangkan Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki 7 kasus perkara harta
bersama di Tahun 2021, Pengadilan Agama Bantul memiliki 9 kasus perkara
harta bersama Tahun 2021, Pengadilan Agama Wates memilki 1 kasus perkara
harta bersama di Tahun 2021 dan Pengadilan Agama Wonosari tidak
memperoleh kasus harta bersama di Tahun 2021, maka dari itu dapat
disimpulkan bahwa Pengadiilan Agama Sleman yang memiliki kasus harta
bersama terbanyak diantara Pengadilan Agama lain yang berada di wilayah
Yogyakarta, maka dari itu penulis ingin meniliti lebih lajut kasus yang ada di

Pengadilan Agama Sleman, terutama dalam perkara harta bersama.

Penulis memilih Pengadilan Agama Sleman untuk lokasi penelitian
karena dalam kasus harta bersama terdapat perkara yang berhasil diselesaikan
melalui proses mediasi dan ada yang tidak berhasil melalui proses mediasi,

sehingga harus lanjut ke tahapan selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut penulis



tertarik mengkaji mengenai perbedaan perkara yang berhasil di mediasi dan
perkara yang tidak berhasil dalam proses mediasi di lingkup Pengadilan Agama

Sleman.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara harta bersama
di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2021?
2. Apa saja faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dari proses

penyelesaian perkara dengan mediasi Tahun 20217

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitan

1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah sebagaimana untuk menjawab
permasalahan pada rumusan masalah di atas:
a. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas mediasi dalam menyelesaikan
perkara dibandingkan dengan non mediasi.
b. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi pendukung maupun
penghambat dari proses penyelesaian perkara dengan mediasi.
2. Kegunaan penelitian
Sejalan dengan tujuan yang sudah dipaparkan diatas, penulis
berharap supaya penelitian ini dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat,
baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian
ini adalah sebagai berikut:

a. Secara akademik.
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penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan
dalam bidang hukum, terutama bagi jurusan Hukum Keluarga Islam
mengenai proses dan penerapan mediasi yang ada dalam lingkup
pengadilan serta dapat mengetahui efektivitas mediasi dalam memutuskan

suatu perkara.

b. Secara praktis,
penelitian ini dapat berkontribusi secara efektif dengan memberi
gambaran serta menjadi pertimbangan bagi para pihak yang sedang

berperkara untuk bisa mengatahui adanya proses mediasi.
D. Telaah Pustaka

Penelitian terkait penyelesaian perkara harta bersama melalui mediasi
ini tentu bukanlah yang pertama kali dilakukan. Terdapat beberapa penelitian
atau kajian terdahulu:

Pertama, skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang ditulis oleh
Ira Rizky Destianti’ dengan judul “Peran Mediator Terhadap Penyelesaian

Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A

" Ira Rizky Destianti, Peran Mediator Terhadap Penyelesaian Perkara Harta Bersama
Pasca Perceraian (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi)”, Skripsi UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi, 2020.
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Jambi) . Kesimpulan dari skripsi ini membahas mengenai peran mediator
dalam penyelesaian perkara harta bersama pasca perceraian, dan terdapat
pembahasan mengenai faktor-faktor pendukung keberhasilan mediator dan apa
saja yang menjadi penghambat peluang mediasi di Pengadilan Agama Kelas
1A Jambi. Skripsi ini berbeda dengan skripsi yang dilakukan oleh penyusun,
karena skripsi penyusun lebih fokus pada efektivitas mediasi dan proses
mediasi serta penerapannya dalam lingkup pengadilan.

Kedua, skripsi IAIN Surakarta yang ditulis oleh Moh. Ulil Fahmi® yang
berjudul “Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian melalui
Cara Mediasi di Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2016-2019 ”. Kesimpulan
dari skripsi ini yaitu membahas mengenai efektivitas pelaksanaan mediasi
terhadap perkara harta bersama pasca perceraian, belum berhasil secara
maksimal, dikarenakan adanya beberapa faktor menghambat proses mediasi ini
tidak berhasil dilakukan, salah satunya faktor masyarakat dan faktor
kebudayaan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penyusun yaitu dalam
penelitian ini penulis mengambil kasus mediasi yang berhasil dilakukan oleh
mediator. Sedangkan dalam skripsi penulis, beliau mengambil kasus yang tidak
berhasil dilakukan melalui proses mediasi.

Ketiga, skripsi UNISSULA yabg ditulis oleh Yuli Alfiana® yang

berjudul “Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di

8 Moh. Ulil Fahmi, Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian melalui Cara
Mediasi di Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2016-2019, Skripsi IAIN Surakarta, 2020.

% Yufi Alfiana, Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan
Agama Kudus (Studi Perkara Nomor: 1124/Pdt.G/Kudus)”, Skripsi UNISSILA 2017.
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Pengadilan Agama Kudus (Studi Perkara Nomor: 1124/Pdt.G/Kudus)”.
Kesimpulan dari skripsi membahas tentang peran mediator dalam
menyelesaikan perkara harta bersama di Pengadilan Agama Kudus dan
Hambatan-hambatan apa saja yang di alami oleh mediator, serta solusi dalam
menyelesaikan perkara harta bersama melalui jalur mediasi di Pengadilan
Agama Kudus. Skripsi ini berbeda dengan skripsi yang dilakukan oleh
penyusun karena skripsi yang dilakukan penyusun lebih membahas mengenai
proses mediasi dan perbedaan lamanya waktu perkara yang dilakukan mediasi
dan tanpa adanya mediasi.

Keempat, Tesis dari Primania Putri*® dengan judul “Mediasi Peradilan
Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Akibat Perceraian di
Pengadilan Agama Kelas 1 Padang”. Kesimpulan dari skripsi ini membahas
tentang peningkatan angka perceraian dalam lima tahun terakhir di Pengadilan
Agama menunjukan kurangnya efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara
tersebut serta untuk mengetahui pelaksanaan proses mediasi dalam
penyelesaian perkara harta bersama yang ada di Pengadilan Agama Padang.
Skripsi berbeda dengan skripsi yang dilakukan oleh penyusun, karena skripsi
penyusun membahas tentang efektivitas mediasi yang ada dalam Pengadilan

Agama, serta proses dan penerapannya.

10 Primania Putri, Mediasi peradilan dalam penyelesaian sengketa harta bersama akibat
perceraian di Pengadilan Agama Kelas | Padang (Tesis, Progam Megister Kenotariatan
Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2010).
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Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Artika Rahayu.'* Judul Skripsinya
yaitu “Latar Belakang Kegagalan Mediator dalam Menyelesaikan
Perselisihan Harta Bersama di Pengadilan Agama Surabaya”. Skripsi ini
membahas tentang bagaimana tingkat keberhasilan mediasi perselisihan harta
bersama di Pengadilan Agama Surabaya dan apa saja faktor-faktor yang
menyebabkan kegagalan mediasi perselisihan harta bersama tersebut. Adapaun
perbedaan berada pada fokus penelitian yaitu penelitian terdahulu lebih
memfokuskan ke arah peran mediator dalam menyelesaikan perselisihan harta
bersama, sedangkan penelitian sekarang lebih fokus terhadap analisis strategi
dalam keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara harta bersama.

Dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian terdahulu
yaitu penelitan ini membahas tentang proses berjalanannya mediasi di suatu
Pengadilan Agama, serta melihat bagaimana tingkat efektivitas mediasi yang

diterapkan di Pengadilan Agama Sleman dalam perkara harta bersama.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan beberapa teori yang digunakan penulis
untuk penelitian sehingga memperoleh gambaran jelas secara sistematis yang

sifatnya sementara yang akan dibuktikan kebenarannya dengan cara penelitian.

Teori Efektivitaas Hukum

1. Teori Efektivitas Soerjono Soekanto

HArtika Rahayu, Judul Skripsinya yaitu Latar Belakang Kegagalan Mediator dalam
Menyelesaikan Perselisihan Harta Bersama di Pengadilan Agama Surabaya. (Skripsi, Mahasiswa
UIN Sunan Ampel Surabaya 2019).
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Pada penelitian ini penulis menggunakan teori efektivitas yang
dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, sebagaimana yang telah dikemukan
bahwa inti dari tegaknya suatu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah
disebabkan karena keserasian antar segala aspek nilai yang terkandung di
dalam suatu peraturan yang dapat dijabarkan dengan baik oleh masyarakat
serta dapat meciptakan serta memelihara keamanan hidup.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa
efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun

menerapkan hukum

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku

atau diterapkan

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.!2

Efektivitas menjadi unsur pokok dalam mencapai suatu tujuan atau
sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun
suatu program. Sesuatu disebut efektif apabila suatu tujuan ataupun sasaran
tersebut telah tercapai sebagaimana yang telah ditentukan ataupun yang telah

diupayakan. Upaya dalam mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat

12 Sperjono Soekanto, Faktor-Faktor yang memperngaruhi penegakan hukum (Jakarta:
PT Raja Grafindo, 2007) him. 8



15

dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini menjadi salah satu faktor
untuk menentukan apakah perlu adanya perubahan secara signifikan terhadap
bentuk dan manjemen organisasi atau tidak. Suatu kegiatan bisa disebut telah
efektif apabila dikerjakan dengan benar sebagaimana yang disebutkan di
dalam prosedur dan dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang
bermanfaat.*?

Teori ini menjelaskan mengenai bekerjanya sebuah peraturan
perundang-undangan ketika diterapkan di dalam masyarakat. Termasuk
didalamnya adalah penjelasan mengenai hambatan-hambatannya.4

Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktifrasional,
sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang
memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode
yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya
sebagai tindak yang diulang-uang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai
tujuan tertentu.®

Salim HS dan Erlis Septiana Nurbaini mengemukakan konsep tentang
teori efektivitas hukum yaitu teori yang mengkaji dan menganalisis tentang

keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam

131ga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten
Madetan”. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01, him. 11

14 Mukti fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,
(Pustaka Pelajar, 2010), him. 140-141

15 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di

Indonesia (Jakarta: Universitas Indoensia, 1976), him. 45
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pelaksanaan penerapan hukum. Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum,
yaitu meliputi: (1) keberhasilan dalam pelaksanaan hukum, (2) kegagalan
dalam pelaksanaan hukum, (3) faktor-faktor mempengaruhi dalam
pelaksanaan hukum.

Dari kerangka teori yang sudah ada, diharap menjadi pedoman dalam
memahami dan menganalisis penyelesaian perkara harta bersama melalui

proses mediasi yang ada di Pengadilan Agama Sleman.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis
penelitian empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya
untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat,
meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, yaitu penelitian yang
digunakan -untuk  menyelesaikan - masalah melalui pengumpulan,
penyusunan, dan penganalisisan data.l’ Pada penelitian ini penulis

menggambarkan dengan lebih rinci dan menganalisis mengenai Efektivitas

16 Salim HS & Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Penelitian Tesis dan
Disertasi, Raja Grafindo Persada, 2013, him. 303
17 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta, Granit, 2010), him. 128.
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Penyelesaian Perkara Harta Bersama Melalui Mediasi di Pengadilan Agama
Sleman.
3. Sumber Data
Sumber data yang digunakan penulis, yaitu:

a. Sumber Data Primer, Sumber data yang diperoleh secara langsung
melalui hasil dari putusan perkara harta bersama yang ada di Pengadilan
Agama Sleman. Penentuan sumber data didapatkan langsung dengan
wawancara terhadap hakim dan mediator di Pengadilan Agama Sleman
dan juga data-data perkara harta bersama tahun 2021, serta salinan
putusan akta perdamaian terkait harta bersama.

b. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui
literatur, seperti buku, jurnal dan karya tulis yang berkaitan dengan
penelitian sehingga dapat membantu penulis dalam menguraikan dan
menjelaskan fenomena yang terjadi. Dalam hal ini penulis menelaah
ulasan-ulasan teori tentang mediasi pada kajian pustaka seperti karya
tulis terdahulu yang membahas mengenai mediasi.

4. Pendekatan
Pendekatan yang digunakan oleh penyusun disni ialah Pendekatan
yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis

Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian

yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan
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jalan terjun langsung ke objeknya.'® Penelitian Yuridis Sosiologis adalah
penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang
kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap
masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian
yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel,
sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan
pustaka dan wawancara (kuisoner)®
5. Teknik Pengumpulan Data

Pengamatan merupakan pengunmpulan data melalui observasi
dengan mendatangi langsung suatu tempat guna membantu dalam proses
penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapaun mekanisme penghimpunan
data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu melalui hasil observasi,
dokumentasi, sebagai bentuk validitas terkait pada sidang putusan peradilan
di Pengadilan Agama Sleman.

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan
jalan  komunikasi yang dilakukan oleh pihak pengumpul data
(pewawancara) dengan sumber data (responden). Dalam penelitian ini
peneliti mewawancarai beberapa pejabat hakim yang terlibat langsung
dalam proses penyelesaian perkara sengketa harta bersama pasca cerai

Pengadilan Agama Sleman sebagai narasumber dan mewawancarai

18 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
Press, 2005, him. 51.

19 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2012, him. 34.
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mediator yang bersangkutan dalam menyelesaikan perkara perceraian di
Pengadilan Agama Sleman sebagai informan. Hasil dari Wawancara
(interview) yang diperoleh akan digunakan sebagai data primer dalam
penelitian ini.

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang sudah tertulis atau
diolah oleh orang lain atau suatu lembaga berupa surat-surat, catatan harian,
laporan, dan sebagainya merupakan data yang berbentuk tulisan, foto, dan
sebagainya.?’

6. Analisis Data

Metode dalam analisis data dalam penelitian ini adalah
menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang memilki tujuan untuk
memperoleh pemahaman yang mendalam terkait masalah-masalah sosial.?
Dalam metode ini menggunakan metode berfikir induktif yaitu memiliki

kaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati.
G. Sistematika Pembahasan

Dalan penelitian ini terdapat lima bab yang akan penulis jelaskan.
Penulis akan menjelaskan secara umum rincian dari setiap bab yang akan
menentukan arah dan urutan-urutan suatu penelitian.

Bab Satu merupakan pendahuluan. Tahap ini secara sistematikanya

meliputi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan

20 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2010), him. 61.

2L Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori&Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara,
2017), him. 80.
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penelitian, telaah pustaka terhadap uraian penelitian-penelitain terdahulu,
kerangka teori sebagai pisau pembedah keberlansungan penelitian, dan
metode penelitian yang terdiri dari lima sub bab yakni pertama, jenis
penelitian, kedua, pendekatan, ketiga, sumber data, keempat, Teknik
pengumpulan data, dan yang terakhir, sistematika penelitian.

Bab Dua merupakan landasan teori Pertama mediasi meliputi:
pengertian dan konsep mediasi, jenis dan bentuk mediasi, dasar hukum
mediasi, manfaat mediasi. Kedua membahas mengenai peran mediator.
Ketiga membahas mengenai prosedur mediasi di pengadilan.

Bab Tiga bab ini menguraikan gambaran-gambaran umum lokasi
penelitian yakni Pengadilan Agama Sleman. Dengan kata lain, bab ini
berisikan tentang profil, visi dan misi, pembagian tugas dan struktur
Organisasi Pengadilan Agama Sleman. Dalam bab ini peneliti juga
melampirkan penjelasan terkait tema penelitian yang akan penulis teliti
yaitu data putusan perkara harta bersama yang ada di tahun 2021.

Bab Empat berisi analisis penulis terhadap inti permasalahan yaitu
analisis efektivitas penyelesaian perkara harta bersama melalui mediasi
serta analisis faktor penghambat dan faktor pendukung dalam proses
berlansungnya mediasi yang ada di Pengadilan Agama Sleman.

Bab Lima merupakan bagian penutup, yang berisi kesumpulan dan
saran. Kesipmulan menjelaskan tentang jawaban dari pertanyaan yang ada
dalam rumusan masalah. Lalu saran yang merupakan masukan terhadap

topik yang diangkat dalam penelitian.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap efektivitas
penyelesaian perkara harta bersama melaluimediasi di Pengadilan Agama Sleman

Tahun 2021, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran mediasi dalam penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Sleman
belum begitu maksimal atau bisa dikatakan tidak efektif. Efektivitas mediasi di
Pengadilan Agama Sleman Tahun 2021 dikatakan tidak efektif karena hal
tersebut tampak dari data perkara harta bersama yang masuk terdapat 10
(sepuluh) perkara, namun perkara yang berhasil di mediasi hanya 3 (tiga)
perkara. Dalam pelaksanaanya proses mediasi Pengadilan Agama Sleman telah
memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. akan tetapi masih kurangnya
pemahaman para pihak tentang makna dan tujuan mediasi dan tidak sedikit para
pihak dalam melakukan proses mediasi menginginkan agar proses mediasi cepat
selesai dan dapat dilanjutkan ke proses persidangan sehingga para pihak dalam
menjalankan proses mediasi hanya sekedar formalitas saja, hal tersebut yang
menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di
Pengadilan Agama Sleman.

2. Tidak maksimalnya efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Sleman
dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dari proses

penyelesaian perkara dengan mediasi, yaitu pertama faktor penghambat yang

73
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menyebabkan tidak efektifnya proses mediasi adalah faktor masyarakat itu
sendiri, karena masih adanya pihak yang tidak ingin beritikad baik dalam
melaksanakan proses mediasi. Kemudian terdapat faktor dari mediator itu
sendiri yang bisa menjadi faktor pendukung dalam proses keberhasilan mediasi,
dikarenakan mediator memiliki peran penting dalam berlangsungnya proses
mediasi dan sebisa mungkin menciptakan suasana yang dapat menghasilkan

kedua belah pihak yang berperkara mau di mediasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis paparkan pada

kesimpulan, maka saran yang penulis berikan yakni sebagai berikut:

1. Kepada hakim mediator sebaiknya menjalankan peran dan fungsinya dalam
mendamaikan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Sleman
untuk lebih memaksimalkan perannya sehingga para pihak yang berperkara
tidak beranggapan bahwasanya mediasi hanya sebagai formalitas saja dalam
beracara di Pengadilan. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai
pentingnya penyelesaian perkara secara damai sebagaimana diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber
dan referensi yang terkait dengan pelaksanaan mediasi maupun efektivitas
dalam pelaksanaan medialsi di Pengadilan Agama agar penelitian

selanjutnya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi untuk ke depannya.
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Terutama dalam membahas faktor-faktor pendukung dan penghambat
dalam proses mediasi, karena hal tersebut sangat berguna untuk
meningkatkan efektivitas mediasi untuk kedepannya. Sehingga penelitian

yang selanjutnya bisa lebih mendalami faktor-faktor tersebut.
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